



PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH 
DALAM MELAKSANAKAN PMP MELALUI 







Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kepala 
sekolah dalam melaksanakan  PMP melalui pembimbingan. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan sekolah yang dilaksanakan dua siklus. 
Tempat penelitian yaitu Gugus WR Supratman, UPT Dikpora Kecamatan 
Bayan Kabupaten Purworejo. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah dasar yang tergabung di Gugus WR Supratman berjumlah 7 orang. 
Objek penelitian adalah kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan 
PMP. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualititatif. Berdasarkan tindakan penelitian sekolah pada Siklus I 
dan Siklus II maka diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Sekolah se-Gugus 
WR Supratman UPT Dikbudpora Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo 
dapat meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan  PMP.  Kepala 
sekolah mampu menjelaskan prosedur dan langkah-langkah dalam 
menyusun laporan  PMP, menjawab secara runtut setiap pertanyaan tentang 
PMP. Ada peningkatan kompetensi melaksanakan PMP dari 62 % menjadi 
94 %. Melalui pembimbingan, pengawas sekolah dapat meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan  PMP.  
Kata Kunci :  Kompetensi Kepala Sekolah, PMP, Pembimbingan 
 
This research purports to improve headmasters’ competence in PMP 
through guidance program. This research is a school action research done 
in two cycles. Taking place in WR Supratmen cluster, UPT Dikpora Bayan 
District, Purworejo Regency, research subjects are the headmasters of all 
elementary schools grouped in WR Supratman cluster as many 9 
individuals. Research object is their competence in delivering PMP. Data 
collection technique relied on observation, interview, investigation and 
documentation. Data analysis is based on qualitative-descriptive technique. 
According to research actions during cycle I and cycle II it can be 
concluded that all headmaster under Cluster WR Supratman UPT 
Dikbudpora Bayan district, Purworejo residence can improve their 
competence in executing PMP. Headmasters were able to describe the 
procedures and steps in creating PMP report. Competence improvement 
from 62% to 94% in PMP was reported. Through guidance, school 
supervisor can help headmasters improving competence in fulfilling PMP 
requirements.  
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  Gregorius Winoto adalah Pengawas SMP Kabupaten Purworejo. 




Kebijakan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana digariskan 
dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (2010-2014) 
diarahkan pada upaya mewujudkan daya saing, pencitraan publik, dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Tolok ukur efektivitas 
implementasi kebijakan tersebut dilihat dari ketercapaian indikator-indikator 
mutu penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP) dalam delapan (8) Standar Nasional Pendidikan 
(SNP). 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) mendefinisikan 
penjaminan mutu sebagai serangkaian proses dan sistem yang saling terkait 
untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja 
dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan 
mutu mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk 
perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan 
membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian 
mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP).  
Sebagai komponen penting dalam SPMP, Pemetaan Mutu Pendidikan 
(PMP) merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) sekolah.  PMP juga menjadi sumber informasi kebijakan 
untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. 
Karena itulah,  PMP menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan 
peningkatan mutu. Sekalipun kegiatan  PMP berbasis sekolah, kegiatan ini 
membutuhkan keterlibatan dan dukungan orang-orang yang bekerja dari 
berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini untuk membantu 
terjaminnya transparansi dan validitas proses. 
Dengan melibatkan semua stakeholders di sekolah (kepala sekolah, 
guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat , dan 
pengawas sekolah) dalam kegiatan  PMP, diharapkan tujuan dan nilai yang 
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diinginkan dalam proses  PMP menjadi bagian dari etos kerja sekolah. 
Pengisian instrumen PMP yang dilandasi semangat kejujuran dan objektif 
sesuai dengan kenyataan yang ada merupakan dasar pengembangan sekolah. 
Pengerjaan atau pengisian Instrumen selama ini dilakukan oleh sekolah. 
Namun, penilaiannya dilakukan oleh pihak luar (asesor) sewaktu ada kegiatan 
akreditasi sekolah. Hal ini mengakibatkan sekolah cenderung mengada-ada 
bukti fisik yang harus dilengkapi agar peringkat akreditasinya berhasil dengan 
baik 
Setiap ada proses perubahan atau informasi yang baru termasuk di 
dalamnya  PMP, kepala sekolah mengalami kebimbangan dan kebingungan 
didalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena ketika  sekolah/kuliah 
dulu belum diajarkan cara untuk meng Pemetaan Mutu, minimnya sosialisasi 
dan pelatihan yang lakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga (Dikbudpora) disamping belum adanya pendampingan dari 
pengawas untuk memberikan pembinaan dan bimbingan. 
Pelatihan-pelatihan yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas 
Dikbudpora berjalan belum optimal, karena dalam pelatihan tersebut tidak 
diikuti dengan pendampingan yang intensif, sehingga masih terjadi salah 
tafsir/kebingungan di antara peserta pelatihan. 
Proses PMP harus menjadi suatu refleksi untuk mengubah dan 
memperbaiki tata kerja.  Karena itu,  hanya akan dianggap berhasil jika dapat 
membawa sekolah pada peningkatan pelayanan pendidikan dan hasilnya bagi 
para peserta didik. Dengan begitu, sekolah akan berperan penting dalam 
peningkatan mutu dan memberikan penjaminan terhadap pelayanan 
pendidikan yang bermutu. 
Mengingat  PMP ini adalah hal yang baru bagi sekolah dan harus 
dikerjakan setiap tahun oleh Tim Pengembang sekolah (TPS) maka 
pelaksanaannya disamping diberikan soasialisasi juga harus dibimbing oleh 
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pengawas. Dengan pembimbingan yang dilakukan oleh pengawas gugus, 
warga sekolah akan lebih terarah dalam melakukan PMP. Hal itu terjadi 
karena ada nara sumber yang dijadikan tempat bertanya, dan apabila ada hal-
hal yang belum tepat akan segera dibetulkan.  
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
kepala sekolah. Secara khusus, meningkatkan kompetensi kepala sekolah 
dalam melaksanakan  PMP melalui pembimbingan. 
Masalah dalam penelitian ini dirumuskan ”Apakah melalui 
pembimbingan dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam 
melaksanakan  PMP ?” 
  
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah yang dilaksanakan 
dua siklus. Tempat penelitian yaitu Gugus WR Supratman, UPT Dikpora 
Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Subjek dalam penelitian ini adalah 
kepala sekolah dasar yang tergabung di Gugus WR Supratman berjumlah 7 
orang. Objek penelitian adalah kompetensi kepala sekolah dalam 
melaksanakan PMP. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif kualititatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Kondisi Awal 
Kepala Sekolah di Gugus WR Supratman UPT Dikbudpora Kecamatan 
Bayan Kabupaten Purworejo terdiri atas SD N Bandungrejo, SD N Bandung 
Kidul , SD N Besole, SDN Botodaleman, SD N Tangkisan, SD N Jatingarang, 
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SD N Tanjungrejo. Dari hasil wawancara dengan para kepala sekolah, mereka  
belum pernah sama sekali membuat laporan Pemetaan Mutu Sekolah.  
Pemahaman mereka tentang PMP adalah sama dengan Instrumen 
Pemetaan Mutu (IED) yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Sekolah. 
Pengisian IED yang pernah dilakukan tidak dilandasi dengan kejujuran, 
karena mereka menginginkan nilai (peringkat) yang baik sehingga kadang-
kadang mereka harus memanipulasi data. Barang/kegiatan  yang tidak ada 
diada-adakan, dimanipulasi agar mendapatkan nilai. Sebaliknya kalau sekolah 
akan mengajukan proposal barang yang ada dianggap rusak atau tidak ada 
agar mendapatkan bantuan. 
Pada saat pertama kali melihat Instrumen PMP Kepala Sekolah 
menanggapinya secara beragam, sebagian besar (5 orang) menganggap terlalu 
sulit untuk dikerjakan, dan sebagian lagi (2 orang) menganggap tidak ada 
gunanya, karena sudah ada akreditasi sekolah berdasar 8 standar mengapa 
masih ada  PMP yang nota bene juga berdasar 8 standar pendidikan.  Mereka 
masih mengalami kebingungan dalam menggerjakan  PMP atau dengan kata 
lain kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan  PMP masih rendah. 
Siklus I 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat yaitu 
sdr. Hamidi, M.Pd. Pengawas TK SD UPT Dikbudpora Kecamatan Bayan. 
Dari pengamatan yang dilakukan, subjek penelitian mengikuti sosialisasi  
dengan antusias, dan mau mengerjakan tugas yang diberikan, menjawab 
pertanyaan seperlunya.  
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak langsung dijawab oleh 
fasilitaror (Pengawas) namun dikembalikan kepada peserta workshop dan 
disimpulkan/diluruskan oleh fasilitator. Rerata perolehan skor  observasi pada 
siklus I adalah 22.4 (62 %) 
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Subjek penelitian merasa mendapat pengalaman baru dalam 
melaksanakan  PMP, dengan adanya pelatihan/sosialisasi dan pembimbingan. 
Jika dibandingkan dengan kondisi awal, banyak peningkatannya. Mereka 
sudah ada gambaran cara melaksanakan dan membuat laporan  PMP. Kepala 
sekolah memahami bahwa  PMPadalah proses yang mengikutsertakan semua 
stakeholders  untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan 
pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada SPM 
dan  8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Kepala Sekolah dengan antusias mengikuti sosialisasi, karena  PMP di 
tiap sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dilakukan oleh Tim 
Pengembang Sekolah  (TPS) yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, Komite 
Sekolah, orang tua peserta didik, dan pengawas. 
Kepala sekolah juga memahami manfaat PMP sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) disamping untuk memenuhi 
tuntutan akreditasi sekolah. Karena pelaksanaan dan penyusunan laporan  
PMP secara menyeluruh belum dikerjakan oleh TPS maka kompetensi Kepala 
Sekolah dalam melaksanakan PMP masih perlu ditingkatkan lagi pada siklus 
II 
Siklus II 
Pengamatan dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat yaitu 
Sdr. Paryono, S.Pd. Pengawas TK SD UPT Dikbudpora Kecamatan Bayan.  
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sekolah dasar se-Gugus WR 
Supratman dapat melaksanakan review/pembimbingan  PMP. 
Kepala sekolah telah membentuk TPS yang dituangkan dalam SK. 
Personal yang ditunjuk dalam TPS terdiri atas kepala sekolah, unsur guru, 
unsur komite sekolah dan pengawas sekolah sebagai fasilitator, sudah sesuai 
dengan Panduan Teknis  PMP. Format dan konsideran surat keputusan sudah 
betul dan sesuai dengan kaidah penulisan SK. 
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Semua anggota TPS antusias dalam mengikuti pendampingan/ 
pembimbingan PMP, hal ini dibuktikan dengan ketepatan kehadiran, 
mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, mengajukan dan menjawab 
pertanyaan selama mengikuti kegiatan pendampingan/pembimbingan. 
Kompetensi Kepala Sekolah dalam melaksanakan  PMP meningkat, hal 
ini dibuktikan dengan kecakapan Kepala Sekolah dalam memimpin TPS 
untuk mengadakan review laporan PMP. Kepala Sekolah dapat memaparkan 
hasil kerjanya secara runtut dan jelas, bisa menjawab dan memberikan 
argumentasi sesuai dengan pokok permasalahan. 
TPS SD N Bandungrejo dan SD N Besole masih terlalu tinggi dalam 
mencantumkan tingkatan yang dicapai. Namun, setelah dijelaskan oleh 
peneliti, kepala sekolah dapat memahaminya. 
TPS SD N Jatingarang dan SD N Bandungidul dan SDN Tangkisan 
dalam menentukan tingkatan yang dicapai dicantumkan pada tiap spesifikasi 
dalam standar pengelolaan, sehingga dalam satu komponen terdapat beberapa 
tingkatan. Namun, setelah mendapat bimbingan dari peneliti anggota TPS 
dapat memahaminya. 
TPS SDIT Tanjungrejo masih merasa kesulitan dalam membedakan dan 
mencantumkan antara bukti prestasi sekolah dan ringkasan prestasi sekolah 
menurut indikator berdasarkan bukti. Setelah mendapatkan penjelasan dari 
peneliti anggota TPS bisa mengerti. 
Kepala SD N Botodaleman mempertanyakan tata letak 8 standar dalam  
PMP. Apakah boleh urutan 8 standar dalam  PMP disesuaikan dengan urutan 
8 standar dalan SNP. Peneliti menjelaskan bahwa untuk sementara sesuai 
dengan yang ada dalam PMP dulu, mungkin suatu saat format dan 
susunannya akan berubah karena yang namanya ilmu itu sifatnya 
berkembang. Kalau susunannya diubah akan menyulitkan pada saat agregasi 
dan MSPD. 
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Laporan  PMP semua Sekolah di Gugus WR Supratman diketik rapi 
menggunakan MS Word dengan ukuran kertas kwarto dan sudah menyisipkan 
foto-foto kegiatan di sekolah. 
Rerata perolehan skor  observasi pada siklus II adalah 33.7 ( 94 %) 
Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II, sudah nampak ada 
peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan PMP. TPS 
melaksanakan PMP dilandasi dengan sikap kejujuran dan dapat memaknai 
instrumen PMP dalam menilai kinerja, dibandingkan dengan SPM dan SNP 
dalam 4 tingkat ketercapaian. Perolehan skor pengamatan pada siklus II ada 
peningkatan sebesar 32 % jika dibandingkan dengan siklus I. 
Pembahasan  
Perencanaan pada siklus I lebih banyak jika dibandingkan dengan siklus 
II, Siklus I menyiapkan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) 
perangkat/materi sosialisasi, lembar observasi, dan menyiapkan alat-alat yang 
akan digunakan untuk pendampingan, sedangkan pada siklus II peneliti hanya 
menyiapkan RKM, lembar observasi dan menetapkan jadwal pendampingan/ 
pembimbingan,   
Dalam siklus I kepala sekolah baru mendapatkan teori tentang apa dan 
bagaimana melaksanakan PMP serta seperti apa gambaran menyusun laporan  
PMP. Pada Siklus II kepala sekolah langsung praktik memimpin TPS 
melaksanakan  PMP dan menyusun laporan  PMP. Peneliti selaku pengawas 
bertindak sebagai fasilitator sehingga tingkat kesalahan dapat 
diminimimalisasi. Setelah mendapatkan pendampingan/pembimbingan dari 
peneliti prosedur, langkah-langkah dan isi  PMP sudah sesuai dengan buku 
panduan teknis PMP. Laporan PMP yang mereka susun sudah dilandasi 
dengan semangat untuk memperbaiki diri dan kejujuran, mencerminkan 
karakteristik sekolah. 
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Pelaksanaan pengamatan pada siklus I fokuskan pada kegiatan 
pelatihan/sosialisasi dan pemahaman kepala sekolah tentang PMP, sedangkan 
pengamatan pada siklus II difokuskan pada kemampuan kepala sekolah dalam 
memimpin TPS, menjelaskan isi laporan PMP, menjaring aspirasi, dan 
menjawab pertanyaan.  Rerata perolehan skor pada siklus I  62 % ; sedang kan 
pada siklus II 94 %, ada peningkatan sebesar 32 %. 
Dari kondisi awal, siklus I, dan siklus II dan dapat diamati peningkatan 
kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan  PMP. Rerata perolehan skor 
pada siklus I adalah 62 % , sedangkan pada siklus II 94 %. Ada peningkatan 
sebesar 32 %. Para kepala sekolah dapat menjawab secara runtut pertanyaan 
mengenai  PMP, dapat menjelaskan prosedur dan isi  PMP. TPS di bawah 
pimpinan kepala sekolah dapat menyusun laporan  PMP yang sesuai dengan 
buku Panduan Teknis Pemetaan Mutu Sekolah yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tahun 2010. Tiap-
tiap anggota TPS ikut terlibat dan merasa bertanggung jawab untuk 
menindaklanjuti  PMP.  
Untuk dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dasar, Pengawas 
harus membuat strategi. Salah satu cara  yang dapat dilakukan adalah dengan 
mengadakan pendampingan untuk memberikan pembimbingan  kepada kepala 
sekolah daerah  binaannya. 
Dari hasil pembahasan pada siklus I dan II dapat ditarik kesimpulan 
bahwa; ”Pembimbingan dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dasar 
dalam melaksanakan Pemetaan Mutu Sekolah”. 
 
SIMPULAN DAN SARAN  
Simpulan 
Berdasarkan landasan terori, data yang diperoleh, serta pembahasan 
siklus I dengan siklus II, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Setelah diadakan pembimbingan, Kepala Sekolah se-Gugus WR 
Supratman UPT Dikbudpora Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo 
dapat meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan PMP.  Membuat 
kepala sekolah mampu menjelaskan prosedur dan langkah-langkah dalam 
menyusun laporan PMP, menjawab secara runtut setiap pertanyaan 
tentang  PMP,  Ada peningkatan kompetensi melaksanakan  PMP dari 62 
% menjadi 94 %. 
2. Laporan PMP yang telah mereka buat dapat mencerminkan karakteristik 
sekolah  
3. Melalui pembimbingan, pengawas sekolah dapat meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan  PMP. 
Saran  
Sebagai salah satu upaya untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, khususnya peningkatan kompetensi kepala sekolah maka peneliti 
memberikan saran-saran sebagai berikut :  
1. Ditujukan kepada kepala sekolah 
a. Jangan ragu-ragu atau malu bertanya kepada pengawas, jika ada hal-
hal baru yang belum diketahui/dipahami. 
b. Selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap 
perubahan kebijakan, terutama kebijakan pendidikan. 
c Selalu meningkatkan kompetensinya sebagai kepala sekolah melalui 
berbagai macam cara. 
2. Ditujukan kepada pengawas sekolah 
a. Lakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala 
sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,  
b. Lakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah 
beserta pengembangannya,  
c. Lakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan 
sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. 
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3. Ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga 
a. Setiap ada perubahan yang menyangkut kebijakan tentang pendidikan, 
hendaknya disosialisasikan kepada semua kepala sekolah dan guru . 
b. Hendaknya selalu meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru 
dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah. 
c. Hendaknya pengawas sekolah dibekali materi untuk mengadakan 
pembinaan/ pembimbingan  kepada kepala sekolah dan guru. 
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